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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: a. bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa,;

b. bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan
program wajib belajar dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib
belajar berdasarkan kebijakan nasional, serta mengatur lebih
lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi

daerah masing-masing ;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas perlu
mengusahakan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan bagi anak usia sekolah mulai tingkat pendidikan
dasar sampai pendidikan menengah dalam bentuk sekolah

gratis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera

Selatan.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4400) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4421) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4844);,

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 45) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Rl Tahun 1998 Nomor 90), Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3763) ;
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3414), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998 (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3764) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4496) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 476) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4737) ;

17.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar ;

18.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri
Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2000 tentang Pondok
Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun ;

19.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah :

20.Keputusan Menteri Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN

PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /
Kota se-Sumatera Selatan.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah
Negeri disingkat SD/SDLB/MI  Negeri/Swasta adalah
SD/SDLB/MI di Sumatera Selatan.

9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat
SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di
Sumatera Selatan.

10.Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri/Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/AMK Negeri/Swasta
adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan.

11.Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN
adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan
peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan
(SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan
daya saing nasional.

12.Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya
disingkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar
nasional pendidikan yang dipesiapkan untuk menjadi sekolah
bertaraf internasional.

13.Sekolah bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI
adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan
tarafnya internasional sehingga lulusannya  memiliki

kemampuan daya saing internasional.



